
SALIN AN 

Menimbang 

GUBERNUR PAPUA BARAT 

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT 

NOMOR 29 TAHUN 2022 

TENTANG 

PENDELEGASIAN WEWENANG 

PENYELENGGARAAN PERlZINAN BERUSAHA 

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTO 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PAPUA BARAT, 

a. bahwa dalam rangka optirnalisasi pelaksanaan 

penyelenggaraan perizinan berusaha di Provinsi Papua 
Barat scrta rnenjaga kualitas perizinan berusaha 

berbasis risiko dan nonperizinan perlu dilakukan 

pcndclcgasian kewenangan penyelenggaraan perizinan; 
b. bahwa Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 23 

Tahun 2017 ten tang Pcndelegasian Wewenang 
Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Provinsi 

Papua Barat sudah tidak scsuai lagi dengan 
kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini 

schingga pcrlu diganti; 
c. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat ( 1) Pcraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perzinan Berusaha Di Daerah, 

Gubernur mcndclagasikan kewenangan dalam 

penyelenggaraan perizinan berusaha kepada Kepala 
DPMPTSP; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud d ala m huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 



menetapkan 
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Peraturan Gubernur ten tang 

Mengingat 

Pendelegasian Wewenang Pcnyelenggaraan Perizinan 

Berusaha Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang 
Pemberitukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian 

Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, 

Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, 

Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 

1999 tcntang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tcngah, 
Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupatcn Pariiai, 

Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota 

Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3960); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
21 Tahun 2001 ten tang Otonomi Khusus Bagi Provinsi 
Papua (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6697); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanarnan Modal (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah tcrakhir dengan Undang 
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
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(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan 
(Lembaran Negara Republik 

Perundang-undangan 

Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 15, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6617); 

8. Peraturan Pemerintah Nornor 6 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6618); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lcmbaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor SO, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nornor 6652); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang 
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kcbijakan 

Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 ten tang 
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana 

Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka 
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nornor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6731); 

12. Peraturan Presiden Nornor 97 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 221); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalarn Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 157); 

14. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 

3 Tahun 202 .l tentang Sistern Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271); 

15. Peraturan Badan Koordinasi Penanarnan Modal Nomor 
4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara 

Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan 

Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 272); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN 

WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA 

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalarn Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan: 
l. Daerah adalah Provinsi Papua Baral. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubcrriur sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat. 

4. Menteri adalah Menteri yang rnenyelenggarakan urusan Pemerintahan 
dalam negeri. 

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat. 

6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang 
selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah Pernerintah 

Provinsi Papua Barat yang mempunyai tugas dan fungsi 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal 
yang menjadi kewenangan daerah. 

7. Pelayanan Terpadu Sahl Pin tu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah 

pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari 

tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk 
pelayanan terpadu satu pintu. 

8. Penyelenggara PTSP adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Sadan 

Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan 

Administrator Kawasan Ekonomi Khusus. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan 
dengan Perda. 
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Pasal2 

Maksud pcmbcntukan Pcraturan Gubcrnur ini yaitu mendorong kemudahan 

berusaha yang didukung dengan pemberian pelayanan Perizinan Berusaha 
Bcrbasis Risiko dan Nonperizinan yang ccpat, mudah, transparan, pasti, 

sederhana, terjangkau, profesional serta bcrintcgritas. 

Pasal 3 
Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan: 

a. memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga kualtias 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 

b. melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan termasuk 

penandatanganan baik secara elektronik terintegasi maupun manual; 
dan 

c. mernberikan landasan hukum kepada Kepala DPMPTSP dalam 
penyelenggaraan Perizirian Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan 

yang menjadi kewenangannya. 

Pasal4 

Ruang Iingkup penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan PTSP mcliputi: 

a. pendelegasian kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko dan Nonperizinan; 
b. kewajiban; 

c. pendanaan; 

BAB II 

PENDELEGASIAN KEWENANGAN 

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO 
DAN NONPERIZINAN 

Bagian Kesatu 

Vmum 

Pasal5 

(1) Gubernur mendelegasikan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko dan Nonpcrizinan kepada Kepala DPMPTSP. 

(2) Kepala DPMPTSP menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Berusaha 
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Berbasis Risiko dan Nonperizinan bcrdasarkan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Gubernur. 

(3) Pendclegasian kewenangan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) rneliputi: 

a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ber KBLI; 

b. Perizinan Berusaha Non KBLI; 

c. perizinan Nonberusaha Non KBLI; dan 

d. nonperizinan. 

(4) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ber KBLI sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan melalui OSS yang dikclola oleh 

Pernerintah Pusat sesuai dcngan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

(5) Perizinan Berusaha Non KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 

b, merupakan persyaratan/kewajiban penzman berusaha dalarn 
menunjang kegiatan usaha; 

(6) Perizinan Nonberuaaha Non KBJ.,I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf c, merupakan perizinan yang pelaksanaannya diatur dalam 
peraturan perudang-undangan di luar Perizinan Berusaha Berbasis 
Risiko. 

(7) Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dapat mclalui 

sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah 

Daerah sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 

BAB III 

KEWAJIBAN 

Pasal6 

Dala.m. melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 
Kepala DPMPTSP berkewajiban untuk: 

a. menjamin kelancaran pelayanan Perizinan Bcrusaha Berbasis Risiko dan 
Nonperizinan kepada masyarakat; 

b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah yang 
terkait dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan, 

baik sedang dalarn proses maupun pasca diterbitkan; 
c. rnenyusun Standar Operasi Prosedur untuk masing-rnasing Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko clan Nonperizinan sert.a mernproses 
penetapnnya sesuai dengan kctentuan peraturan perundang-undangan; 
dan 
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d. melaporkan pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 

Nonperizinan secara berkala dan/atau secara insidentil kepada Gubemur 
dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang terkait. 

Pasal 7 

Jenis pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang 
didelegasikan kepada Kepala DPMPI'SP sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4, 
secara rinci terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 8 
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan dan 
pengawasan penyelcnggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 
Nonperizinan diatur dengan Peraturan Kepala DPMPTSP. 

BAB IV 

PENDANAAN 

Pasal 9 

Semua pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan 
Gubernur ini dibebankan pada: 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan 
b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

BABV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 10 

Dalam hal terdapat system aplikasi lain di luar OSS, akan diatur dalam 
Peraturan Gubernur tersendiri. 
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BAB vi 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 

Pada saat Peraturan Gubemur ini mulai bcrlaku, Peraturan Gubemur Papua 
Barat Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian 
Perizinan dan Non Perizinan (Berita Dacrah Papua Barat Tahun 2017 Nomor 
23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 12 

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pcraturan 
Gubernur ini dengan penernpatannya dalam Serita Daerah Provinsi Papua 
Bar at. 

Ditetapkan di Manokwari 
pada tanggal 14 November 2022 

Fj. GUBERNUR PAPUA BARAT, 

CAP/TTD 

PAULUS WATERPAUW 
Diundangkan di Manokwari 

pada tanggal 14 November 2022 

Pj. SEKRETARlS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT, 

CAP/TTD 

DANCE SANGKEK 

BERITA DAERAH PROVINS! PAPUA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 30 

Salinan yang sa e ai aslinya 
Kepala iro ukum, t 
� 

Dr. Roberth K. Hammar, S.H., M.Hum., M.M., CLA 
Pembina Utama Madya 

NIP. 196508181992031022 


